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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori Penelitian 

1. Partisipasi 

a. Pengertian Partisipasi 

Pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh banyak ahli 

namun, pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi 

berasal dari bahasa Inggris participate yang artinya 

mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian.1 Pengertian yang 

sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan 

Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa 

masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan 

pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga 

berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji 

pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.2 

Menurut Suryosubroto partisipasi adalah hal turut berperan 

serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Pendapat di atas 

dipertegas oleh Keith Davis dalam Suryosubroto bahwa partisipasi 

                                                           
1 Willie Wijaya,  Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, (Semarang: Bintang Jaya, 2004), hal. 

208 
2 Fasli Djalal & Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi 

Daerah., (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,2001),  hal.201-202 
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adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu 

kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan 

sesuai dengan tujuan kelompok tersebut.3  

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi 

memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat 

ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta 

masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan 

untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari 

partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Macam- Macam Partisipasi 

Menurut Sri Sundari dalam Kismanto, mengklasifikasikan 

partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:4  

1) Partisipasi langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan 

kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi 

apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas 

pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan 

orang lain atau terhadap ucapannya. 

2) Partisipasi tidak langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan 
                                                           

3 Suryosubroto, Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, (Yokyakarta: FIP 
UNY, 2006),  hal. 71 

4 Kismanto, Partisipasi Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Peningkatan 
Mutu Berbasis Sekolah di SMKN 3 Yogyakarta, (Yogyakarta : Skripsi tidak dipublikasikan, 2016), 
hal. 50 
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hak partisipasinya pada orang lain. 

Pendapat lain disampaikan Subandiyah dalam Sugiyah yang 

menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi 

dibedakan menjadi tiga yaitu:5 

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

b) Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan 

program lain. 

c) Partisipasi dalam pelaksanaan. 

Lebih rinci Cohen dan Uphoff dalam Irene, membedakan 

partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. K e e m p a t , 

partisipasi dalam evaluasi. 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi 

ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan 

masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang 

menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat 

menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. 

Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, 

diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap 

program yang ditawarkan.  

                                                           
5Sugiyah, Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo. 
(Yogyakarta:Tesis Tidak Diterbitkan, 2010), Hal. 38 
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Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: 

menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi 

dan penjabaran program.  

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan  manfaat.  Partisipasi  

ini  tidak  lepas  dari  hasil  pelaksanaan program yang telah dicapai 

baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi 

kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi 

kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan 

program.  

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat 

dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program 

secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui  

ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.6 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa macam 

partisipasi, yaitu: 

1) Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan. 

2) Partisipasi dalam pelaksanaan 

3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

4) Partisipasi dalam evaluasi 

 

 

 

                                                           
6 Siti Irene A.D., Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal. 61 
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2. Komite Sekolah 

a. Pengertian Komite Sekolah 

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang dibentuk 

berdasarkan musyawarah yang demokratis untuk meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam pendidikan. Badan ini terbentuk karena 

rendahnya keterlibatan dari masyarakat dalam peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia. Komite sekolah merupakan sebuah organisasi 

yang dimiliki oleh sekolah. Menurut Simon dalam Syafarudin 

Anzizhan, organisasi ialah pola komunikasi dan hubungan kelompok 

manusia yang membuat dan melaksanakan keputusan, yang mana 

didalamnya ada sistem peranan yang menyediakan bagi anggota 

organisasi informasi, tujuan, dan sikap untuk membuat keputusan.7  

Pendapat di atas dipertegas oleh Nanang Fattah yang 

menjelaskan mengenai komite sekolah adalah suatu badan atau lembaga 

non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah, 

sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab 

terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.8  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komite 

sekolah adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk sebagai 

wadah dari peran serta masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan 

                                                           
7 Syafarudin Anzizhan, Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2006), hal. 41 
8 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), Hal. 155 



22 

 
 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan 

pendidikan. 

b. Landasan Yuridis Komite Sekolah 

Landasan yuridis pembentukan Komite Sekolah tertuang dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan lebih 

jelas lagi diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang 

komite sekolah. 

Nama komite sekolah tertuang dalam Permendikbud No. 75 

Tahun 2016 tentang komite sekolah yang menyatakan bahwa nama 

badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan 

pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite 

pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis 

madrasah, komite taman kanak-kanak, atau nama lain yang disepakati.9  

Menurut Sri Renani, dkk, nama komite sekolah yang dipakai 

sekarang ini ditentukan berdasarkan AD/ART yang ditetapkan oleh 

panitia pembentukan komite sekolah atau pengurus komite sekolah 

yang baru terpilih.10  

Kedudukan komite sekolah tentu saja berada dalam satuan 

pendidikan. Menurut Sri Renani, dkk, komite sekolah dapat dibentuk 

melalui dua alternatif yaitu: pertama, komite sekolah yang hanya 

dibentuk untuk satu satuan pendidikan sehingga berkedudukan di 
                                                           

9 Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada 
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud75-2016KomiteSekolah.pdf diakses pada 1 
Februari 2018 

10 Sri Renani, dkk, Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa 
Depan, (Yogyakarta: HIKAYAT Publishing, 2007), hal. 79 
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sekolah yang bersangkutan saja. Kedua, komite yang dibentuk untuk 

beberapa satuan pendidikan yang berada dalam satu kompleks yang 

sama dengan berbagai jenis dan jenjang sekolah yang berbeda.11  

c. Tujuan Komite Sekolah 

Menurut Nanang Fattah, terdapat 4 hal mengenai tujuan dari 

dewan sekolah/ komite sekolah yakni: 12 

1) Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders 

pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, 

menetapkan, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan 

kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada 

kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka. 

2) Mewadahi partisipasi para stakeholders untuk turut serta dalam 

manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah 

secara proporsional. 

3) Mewadahi partisipan baik individu maupun kelompok sukarela, 

pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas 

pendidikan, secara proporsional dan profesional selaras dengan 

kebutuhan sekolah. 

4) Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah 

kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di 

tingkat daerah. 
                                                           

11 Ibid., hal. 80 
12 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), Hal. 155-156 



24 

 
 

Pendapat yang telah dikemukakan di atas bisa disimpulkan 

bahwa tujuan dari dibentuknya komite sekolah adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan cara-cara yang telah diatur serta 

melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan sehingga tujuan pendidikan akan mudah tercapai jika 

terjalin hubungan yang baik antara stakeholders pendidikan termasuk 

melalui komite sekolah ini. 

d. Pengorganisasi Komite Sekolah 

1) Keanggotaan komite sekolah 

a) Keanggotaan komite sekolah juga diatur dalam PP no 17 tahun 

2010 pasal 197.13 

Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling 

banyak 15 (lima belas) orang, tediri atas unsur : orang tua 

murid (maks :50%), tokoh masyarakat (maks :30%), dan pakar 

pendidikan (maks :30%) 

b) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 

c) Susunan anggota komite sekolah terdiri atas ketua komite 

dan sekretaris. 

d) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua peserta 

didik satuan pendidikan. 

                                                           
13 Kismanto, Partisipasi Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMKN 3 Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 
2016), hal. 27 
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e) Ketua komite dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota 

secara mufakat atau pemungutan suara. 

f) Ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan oleh kepala sekolah. 

g) Keanggotaan komite sekolah terdiri atas : 

(1) Unsur masyarakat yang terdiri dari : (a) Orang tua / wali 

peserta didik, (b) Tokoh masyarakat, (c) Tokoh pendidikan, 

(d) Dunia usaha/industri, (e) Organisasi profesi tenaga 

kependidikan, (f) Wakil alumni, (g) Wakil peserta didik. 

(2) Unsur komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 

orang dan jumahnya gasal. 

2) Kepengurusan komite sekolah 

a) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : (1) Ketua, (2) 

Sekretaris, (3) Bendahara. 

b) Pengurus dipilih oleh anggota 

c) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan 

3) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

a) Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART 

b) Anggaran Dasar setidak-tidaknya memuat: (1) Nama dan tempat 

kedudukan, (2) Dasar, tujuan dan kegiatan, (3) Keanggotaaan dan 

kepengurusan, (4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus, (5) 

Keuangan, (6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat, (7) Perubahan 

AD dan ART serta pembubaran organisasi. 



26 

 
 

c) Menurut PP No. 17 Tahun 2010 pasal 196 ayat 7 pendanaan 

komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari: (1) Pemerintah 

pusat, (2) Pemerintah daerah, (3) Masyarakat, (4) Bantuan pihak 

asing yang tidak mengikat, (5) Sumber lain yang sah. 

e. Peran Komite Sekolah 

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus 

memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. 

Menurut E. Mulyasa, dalam rangka memberdayakan masyarakat dan 

lingkungan sekolah, peran yang dijalankan Komite sekolah adalah 

sebagai berikut: 14   

a) Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan 

melaksanakan kebijakan pendidikan.  

b) Mendukung (supporting agency), kerja sama dengan sekolah serta 

masyarakat, baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan.  

c) Mengontrol (controlling agency) kerja sama dengan sekolah serta 

masyarakat dalam rangka transparansi dan akunbilitas 

penyelenggaraan dan output.  

                                                           
14 Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), hal. 189 
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d) Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD/ legislatif), dengan masyarakat. 

f. Indikator Kinerja Komite Sekolah 

Indikator kinerja komite sekolah terkait peran yang 

dilakukannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 15 

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Komite Sekolah 

Peran Komite 
Sekolah 

Fungsi Manajemen 
Pendidikan Indikator Kinerja 

1. Badan 
Pertimbangan 
(Advisory Agency) 

1. Perencanaan 
sekolah 

a. Mengidentifikasi sumber 
daya pendidikan 

b. Memberikan masukan untuk 
penyusunan RAPBS 

c. Menyelenggarakan rapat 
RAPBS 

d. Memberikan pertimbangan 
perubahan RAPBS 

e. Ikut mengesahkan RAPBS 
bersama kepala sekolah 

2. Pelaksanaan 
program 

a. Memberikan masukan 
terhadap proses pengelolaan 
pendidikan di sekolah 
b. Memberikan masukan 
terhadap proses pembelajaran 

3. Pengelolaan 
sumber daya 
pendidikan 

a. Mengidentifikasi potensi 
sumber daya pendidikan 
b. Memberikan pertimbangan 
tentang tenaga kependidikan 
yang dapat diperbantukan di 
sekolah 
c. Memberikan pertimbangan 
tentang sarana dan prasarana 
yang dapat diperbantukan di 
sekolah 

2. Badan 
Pendukung 
(Supporting 
Agency) 

1. Pengelolaan 
sumber daya 

a. Memantau kondisi tenaga 
kependidikan di sekolah 
b. Mobilisasi guru sukarelawan 
untuk menanggulangi 
kekurangan guru di sekolah 
c. Mobilisasi tenaga 

                                                           
15 Sugeng Nurhadi, Peran Serta Komite Sekolah dalam Pengembangan Mutu Sekolah di 

SMP Negeri 2 Rawalo Kabupaten Banyumas, (Yogyakarta : Tesis Tidak Diterbitkan, 2008), Hal. 
82 - 83 
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kependidikan non guru untuk 
mengisi kekurangan di sekolah 

2. Pengelolaan 
sarana dan prasarana 

a. Memantau kondisi sarana dan 
prasarana di sekolah 
b. Mobilisasi bantuan sarana 
dan prasarana sekolah. 
c. Mengkoordinasi dukungan 
sarana dan prasarana 
d. Mengevaluasi pelaksanaan 
dukungan sarana dan prasarana 

3. Pengelolaan 
anggaran 

a. Memantau kondisi anggaran 
pendidikan di sekolah 
b. Memobilisasi dukungan 
terhadap anggaran pendidikan 
di sekolah 
c. Mengkoordinasikan 
dukungan terhadap anggaran 
pendidikan di sekolah 
d. Mengevaluasi pelaksanaan 
dukungan anggaran di sekolah 

3. Badan 
Pengontrol 
(Controlling 
Agency) 

1. Mengontrol 
perencanaan 
pendidikan di 
sekolah 

a. Mengontrol proses 
pengambilan keputusan di 
sekolah 
b. Mengontrol kualitas 
kebijakan di sekolah 
c. Mengontrol proses 
perencanaan pendidikan di 
sekolah 
d. Pengawasan terhadap kualitas 
perencanaan sekolah 
e. Pengawasan terhadap kualitas 
program sekolah 

2. Memantau 
pelaksaan program 
sekolah 

a. Memantau organisasi sekolah 
b. Memantau penjadwalan 
program sekolah 
c. Memantau alokasi anggaran 
untuk pelaksanaan program 
sekolah 
d. Memantau sumber daya 
pelaksanaan program sekolah 
e. Memantau partisipasi 
stakeholder pendidikan dalam 
pelaksanaan program sekolah 

3. Memantau output 
pendidikan 

a. Memantau hasil ujian akhir 
b. Memantau angka partisipasi 
sekolah 
c. Memantau angka mengulang 
sekolah 

4. Badan 
Penghubung 

1. Perencanaan  a. Menjadi penghubung antara 
komite sekolah dengan 
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(Mediator Agency) masyarakat, komite sekolah 
dengan sekolah, dan komite 
sekolah dengan dewan 
pendidikan 
b. Mengidentifikasi aspirasi 
masyarakat untuk perencanaan 
pendidikan 
c. membuat usulan kebijakan 
dan program pendidikan kepada 
sekolah 

2. Pelaksanaan 
program 

a. Mensosialisasikan kebijakan 
dan program sekolah kepada 
masyarakat 
b. Memfasilitasi berbagai 
masukan kebijakan program 
terhadap sekolah 
c. Menampung pengaduan dan 
keluhan terhadap kebijakan dan 
program sekolah 
d. Mengomunikasikan 
pengaduan dan keluhan 
masyarakat terhadap sekolah  

3.Pengelolaan 
sumber daya 

a. Mengidentifikasi kondisi 
sumber daya di sekolah 
b. Mengidentifikasi kondisi 
sumber daya di sekolah 
c. Memobilisasi bantuan 
masyarakat untuk pendidikan di 
sekolah 
d. Mengkoordinasikan bantuan 
masyarakat 

3. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu merupakan topik penting dalam diskusi tentang 

pendidikan sekarang ini. Mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik, 

orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat, dan pemuka 

bisnis untuk bekerja sama guna memberikan kepada para peserta didik 
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sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan 

masyarakat, bisnis, dan akademik sekarang dan masa depan.16  

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki 

keluaran yang dihasilkan. Mutu bukanlah benda magis atau sesuatu 

yang rumit. Mutu didasarkan pada akal sehat. Fokus mutu didasari 

upaya positif yang dilakukan individu.17 Menurut Jarome S. Arcaro, 

mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran 

yang dihasilkan. Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-

sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal 

mungkin.18  

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu 

produk atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau 

harapan, kepuasan (statisfaction) pelanggan (customers) yang dalam 

pendidikan dikelompokan menjadi dua, yaitu peserta didik atau 

mahasiswa sebagai pembelajar (leaners) dan eksternal customer yaitu 

masyarakat dan dunia industri. Mutu tidak berdiri sendiri artinya 

banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. Dalam 

                                                           
16 Jarome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Psrinsip Perumusan Dan Tata 

Langkah Penerapan, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007), hal. 75. 
17 Ibid., hal. 77. 
18 Aminatul Zahroh, Total Quality Managemen, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), hal. 28 
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kaitannya ini peran dan fungsi sistem menjamin mutu (Quality 

Assurance System) sangat dibutuhkan.19  

Pendidikan dalam Dictionary of Education, merupakan: (a) 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana dia 

hidup, (b) proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang 

optimum.20  

Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang 

diberikan oleh pengelola pendidikan. Kerangka filosofi pendidikan 

dalam pengembangan sekolah bermutu adalah kesesuaian input, proses, 

dan hasil sekolah dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. 

Kerangka filosofi ini harus menjadi kerangka berpikir seluruh 

komponen penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan.21  

Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan 

pendidikan terdiri dari pihak internal dan eksternal. Stakeholder 

pendidikan internal meliputi: peserta didik, guru, kepala sekolah, dan 

                                                           
19 Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 2. 
20 Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, perencanaan pendidikan, 

(Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 6. 
21 Muhaimin, Manajemen Pendidikan : Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 16 
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tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan stakeholder pendidikan 

eksternal meliputi: calon peserta didik, orang tua, pemerintah (pusat 

maupun daerah), masyarakat umum, dan masyarakat khusus (seperti 

dunia usaha dan dunia industri).22  

Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) antara lain 

meliputi pihak-pihak internal dan pihak-pihak eksternal:23 

1) Pihak internal  

a) Orang tua peserta didik  

b) Peserta didik  

c) Guru  

d) Pegawai sekolah/madrasah  

e) Komite sekolah/madrasah  

f) Kepala sekolah/madrasah  

g) Kepala desa/kelurahan, pemuka agama, dan tokoh masyarakat 

lainnya  

h) Unsur masyarakat lainnya (kalau ada), termasuk di dalamnya 

kelompok petani atau nelayan, atau golongan etnis minoritas atau 

pengusaha, dan lain-lain, sesuai dengan keadaan setempat. 

2) Pihak eksternal 

a) Orang tua peserta didik  

b) Standar akreditasi Ban S/M  

c) Standar kriteria sekolah/madrasah mandiri/standar internasional  

                                                           
22 Ibid., 
23 Ibid., 
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d) Standar kriteria sekolah/madrasah nasional  

e) Standar kriteria sekolah/madrasah dan PT favorit pada tingkat 

lanjutan. 

Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan yang 

memiliki kesesuaian dengan kebutuhan stakeholder internal dan 

eksternal. Secara umum, orientasi manajemen mutu sekolah adalah 

peningkatan mutu layanan pendidikan, memperbaiki produktivitas dan 

efisiensi pendidikan melalui perbaikan kinerja sekolah, serta 

peningkatan mutu kinerja dalam upaya menghasilkan lulusan 

pendidikan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan stakeholders.24  

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan 

proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan 

cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, 

ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya 

akhlak dan keimanan.25  

Sekolah dalam hal ini di tuntut untuk bisa memberikan kepuasan 

kepada pengguna jasa pendidikan dengan cara meningkatkan kinerja 

personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan karyawan). Sekolah harus 

lebih kreatif dalam mengembangkan program sekolah, menigkatkan 

kualitas belajar mengajar dan mengelola manajemen dengan baik agar 

dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.  

                                                           
24 Ridwan Abdullah Sani, Penjaminan Mutu Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 

6. 
25 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 120. 
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Sekolah bermutu ditandai dengan pengelola yang bermutu, yang 

terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya yang 

didukung orang tua melalui komite sekolah. Terciptanya pendidikan 

bermutu karena adanya kerjasama dari (stakeholders) sekolah yang 

bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan. Pendidikan yang 

bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan (output) 

yang memiliki kemampuan atau kompetensi akademik maupun 

kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan 

sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (life 

skill). Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang bermutu, 

baik quality in fact maupun quality in perception.26  

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu 

pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari output 

pendidikan yang mampu menghasilkan produk/keluaran yang baik dan 

layanan jasa pendidikan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan 

pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Mutu adalah pelayanan 

terbaik dari pemberi jasa pendidikan kepada pengguna jasa pendidikan 

melalui kinerja yang optimal yang dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan karena inti dari mutu adalah kepuasan.27 

b. Indikator Keberhasilan Mutu 

Sebuah penerapan program sekolah, keberhasilan yang dicapai 

ditandai dengan terwujudnya tujuan dan visi misi sekolah. Terwujudnya 

                                                           
26 Aminatul Zahroh, Total Quality..., hal. 101 
27 Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu, (Jogjakarta, IRCiSod, 2010), hal. 55-56. 
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visi misi dan tujuan sekolah menunjukkan peningkatan mutu 

penyelenggaraan sekolah. Pelayanan dan prestasi yang lebih baik di 

sekolah menjadi indikasi adanya perbaikan mutu di sekolah. 

Menurut Nurkolis dijelaskan beberapa indikator keberhasilan 

mutu. Pertama, apabila jumlah siswa yang mendapat layanan 

pendidikan semakin meningkat. Terutama dalam pemecahan masalah 

ekonomi bagi calon siswa dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan. Kedua, kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik. 

Baik layanan dalam akademik dan non-akademik. Ketiga, tingkat 

tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik dalam 

arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dan jumlah siswa yang 

lulus meningkat.28  

Keempat, adanya perbaikan relevansi penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah karena program-program sekolah dibuat bersama 

antar sekolah dengan masyarakat. kelima, adanya keadilan dalam 

penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak  

dilakukan secara pukul rata, tetapi berdasarkan pada kemampuan 

ekonomi keluarga siswa. Keenam, meningkatnya peran serta 

masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan menyangkut 

keputusan instruksional maupun organisasional. Ketujuh, adanya 

perbaikan iklim dan budaya kerja dalam sekolah. Sehingga warga 

sekolah yang ada didalamnya akan merasa aman dan nyaman dalam 

                                                           
28Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model Dan Aplikasi, (Jakarta.Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2003), hal. 271-282 
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menjalankan kegiatan atau tugasnya. Kedelapan, kesejahteraan guru 

dan staf sekolah menbaik antara lain karena sumbangan pemikiran, 

tenaga dan dukungan dana dari masyarakat luas. Kesembilan, apabila 

indikator-indikator tersebut telah tercapai, maka akan tercipta 

demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Demokratisasi ini 

merupakan sasaran jangka panjang dalam penyelenggaraan sekolah.29 

c. Sekolah Dasar Bermutu 

Sekolah dasar adalah instansi pendidikan lanjutan bagi anak 

setelah anak mendapatkan pendidikan di rumah bersama dengan 

keluarga. Menurut Ibrahim Bafadal sekolah dasar merupakan satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun dan 

merupakan bagian dari pendidikan dasar sembilan tahun.30  

Sekolah dasar sebagai institusi pendidikan yang paling dasar, 

memiliki peran yang sangat penting. Berbicara mengenai pentingnya 

posisi sekolah dasar, maka perbaikan seluruh aspek harus terus menerus 

dilakukan untuk dapat menciptakan sekolah dasar yang bermutu. 

Pendapat tersebut didukung oleh Ibrahim Bafadal  yang 

mengungkapkan bahwa sekolah dasar harus dipersiapkan dengan 

pengelolaan yang sebaik-baiknya, baik secara sosial-institusional 

maupun fungsional-akademik sehingga menjadi sekolah dasar yang 

bermutu.31  

                                                           
29 Ibid., hal 271-282 
30 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), hal. 3 
31 Ibid., hal. 11 
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Ibrahim Bafadal lebih lanjut mengungkapkan bahwa sekolah 

dasar yang baik dapat dilihat melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan 

model tujuan, model sistem dan tujuan sistem. Sekolah dikatakan baik 

berdasarkan pendekatan model tujuan apabila sekolah dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan seperti prestasi kelulusan. Sekolah dapat 

dikatakan baik dengan pendekatan model sistem dilihat dari konsistensi 

internal, efisiensi penggunaan sumber yang ada, dan juga kesuksesan 

dalam mekanisme kerjanya. Sementara sekolah dikatakan baik menurut 

pendekatan model tujuan sistem apabila tujuan dapat tercapai dengan 

baik dan dilaksanakan dengan proses yang mendukung.32  

Menurut Direktorat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 

dalam Ibrahim Bafadal, sekolah dapat dikatakan bermutu apabila 

sekolah tersebut mampu berfungsi sebagai wadah proses edukasi, 

proses sosialisasi, dan proses transformasi. Selain itu, sekolah bermutu 

dapat menjadikan peserta didik sebagai seseorang yang terdidik, 

memiliki kedewasaan mental dan sosial, serta memiliki IPTEK dan juga 

kebudayaan bangsa.33  

Berdasarkan uraian di atas, sekolah dasar dapat dikatakan 

bermutu apabila sekolah tidak hanya berorientasi pada hasil akhir 

peserta didiknya, akan tetapi juga memerhatikan proses pendidikan 

yang berlangsung sebagai tahapan dalam mencapai hasil yang 

diharapkan. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses yang dapat 

                                                           
32 Ibid., hal. 14-15 
33 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan…, hal.20 
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memotivasi siswa untuk dapat mengamalkan setiap pengetahuan yang 

didapatkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan 

alternatif bagi peserta didik untuk mengembangkan setiap potensi yang 

dimilikinya secara optimal. 

 
B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan eksplorasi peneliti terdapat beberapa penelitian yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Denti Ria Riyanti dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Komite 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Pembangunan UIN 

Jakarta”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite sekolah di MI 

Pembangunan UIN Jakarta telah melaksanakan tugas sebagaimana 

fungsinya dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari program komite 

sekolah yang sudah terealisasikan dan telah berjalan dengan baik hingga 

saat ini, seperti Parents Teaching Day tujuannya untuk melatih orang tua 

mengajar di kelas dan memotivasi peserta didik agar memiliki cita-cita, 

pemeriksaan kantin bersih dan makanan sehat tujuannya untuk menjaga 

kesehatan peserta didik, pengajian orang tua peserta didik untuk menjaga 

silaturahmi dengan orang tua, kegiatan wakaf untuk melatih peserta didik 

belajar memberi dan beramal, pemberian penyuluhan dan motivasi berupa 

reward kepada pegawai kebersihan tujuannya untuk menciptakan sekolah 

yang bersih agar kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lainnya 
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terasa nyaman, mengadakan seminar motivasi untuk peserta didik tujuannya 

agar peserta didik terbebas dari ancaman narkoba, dan kekerasan. 

2. Ali Mursidi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Komite 

Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 

Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang 

dijalankan Komite Sekolah SDIA 29 dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SDI Al Azhar 29 Semarang, sudah cukup baik. Karena dalam prosesnya 

telah melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi. Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite 

sekolah, yakni: Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan 

(advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaa kebijakan pendidikan di 

satuan pendidikan; pendukung (supporting agency) baik yang berujud 

finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan; pengontrol (controlling agency) dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 

satuan pendidikan; dan mediator (mediator agency) antara pemerintah 

dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat 

dengan satuan pendidikan. 

3. Bodi Kurniawan dalam penelitiannya yang berjudul ”Peran Komite dalam 

peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”. 

Hasil penelitian ini komite madrasah pembangunan UIN Jakarta sudah 
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menjalankan peran dan fungsinya yaitu sebagai pertimbangan, pendukung, 

pengontrol, dan penghubung.  

4. Windi Retno Bintari dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Komite 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SDN Megulung Lor 

Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil 

penelitian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SDN Megulung Lor 

termasuk dalam kategori baik.  

5. Nuril Rohmat dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Komite Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Bendiljati Wetan 

Sumbergempol Tulungagung Tahun Pelajaran 2009/2010”. Hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa : 1) peran komite sekolah secara garis besar 

adalah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, mediator 

antara pemerintah dan masyarakat, 2) faktor pendorong komite sekolah 

(transparan, akuntable, dan demokratis), faktor peningkatan mutu 

pendidikan (masyarakat sadar akan kesalahan masa lalu dalam hal 

pendidikan, transparansi akuntabilitas RABPS, sekolah mampu berprestasi, 

dan respon positif apapun bentuk tanggapan masyarakat), 3) faktor 

penghambat komite sekolah dalam menjalankan perannya (pelaksanaan dan 

fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan dan 

pelaksanaannya masih sangat variatif). Faktor penghambat peningkatan 

mutu pendidikan, pendidikan kita belum sepenuhnya memenuhi harapan 

masyarakat, rendahnya taraf ekonomi masyarakat, pemahaman masyarakat 

akan arti penting pendidikan formal rendah dan kuatnya label agama. 
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Penelitian yang berjudul “Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Pengembangan Mutu Pendidikan di MIN 14 Kabupaten Blitar” adalah 

sebuah penelitian yang berbeda dengen beberapa penelitian terdahulu yang 

tercantum dalam tabel diatas. Beberapa perbedaan tersebut yaitu : (1) 

Penelitian ini melihat partisipasi dari orang tua dan masyarakat melalui 

komite madrasah di MIN 14 Kabupaten Blitar, (2) Komite MIN 14 

Kabupaten Blitar juga diteliti dalam rangka melihat kinerjanya dalam 

kaitannya pengembangan mutu pendidikan, (3) Penelitian ini juga memiliki 

kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yaitu berupa aturan 

terbaru tentang komite sekolah melalui Permendikbud No. 75 Tahun 2016 
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C. Paradigma Penelitian 

Paradigma Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 2.1 : Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya bertujuan 

untuk membentuk kualitas peserta didik secara menyeluruh. Partisipasi aktif 

dari masyarakat dan orang tua peserta didik dalam pendidikan sangatlah 

penting. Oleh karena itu, revitalisasi peran serta komite madrasah dalam 

pengembangan mutu adalah suatu keharusan. Mutu pendidikan yang 

meningkat maka akan memengaruhi kualitas dari lulusan pendidikan 

tersebut. Dengan pendidikan yang berkualitas akan memperbaiki suatu 

bangsa secara umumnya. 

1. Badan Pertimbangan 
2. Badan Pendukung  
3. Badan Pengontrol 
4. Badan Penghubung 
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Komite 

Madrasah 
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Komite 

Madrasah 

1. Langsung 
2. Tidak langsung 
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